




1.1.  Latar Belakang 
 Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia yang semakin 
kompleks, berkembang pula praktik kejahatan perekonomian dalam berbagai 
macam bentuk. Praktik-praktik tersebut dalam istilah ekonomi biasa kita sebut 
sebagai kecurangan atau fraud. Praktik fraud yang terjadi ini seringkali berupa 
penyalahgunaan kepentingan atau konflik kepentingan (conflict of interest), 
korupsi (corruption), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah (illegal 
gratuities), dan lain sebagainya. 
Praktik kecurangan yang terjadi ini terjadi tidak hanya di sektor privat 
saja, namun juga terjadi di sektor publik. Selama ini sudah banyak kerugian yang 
telah tercatat dari adanya praktik-praktik kecurangan yang diderita oleh berbagai 
macam pihak mulai dari jajaran pemimpin dari suatu instansi maupun masyarakat 
sendiri. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka dampak negatif yang terjadi dapat 
membuat ketimpangan dalam perekonomian dunia. (Albrecht, 2009) 
Amerika serikat yang merupakan salah satu kiblat perekonomian dunia 
pun memiliki berbagai macam kasus yang terjadi dalam perekonomiannya. 








Skandal Kejahatan Korporat di Amerika Serikat 
Nama Perusahaan Pemicu Permasalah 
Enron Corp Manipulasi Pembukuan 
Tyco International Penggelapan Pajak 
Adelphia Communications Insider Trading, Penipuan sekuritas 
Xerox Corporation Manipulasi Pembukuan 
Worldcom Manipulasi Pembukuan 
Walt Disney Company Manipulasi Pembukuan 
Imclone System Inc. Insider Trading 
 
Sumber: Sunarsip, Kompas 15 Juli 2002 dalam Irianto (2003) 
Lain halnya pada sektor pemerintahan terutama di Indonesia yang sudah 
biasa ditemui kasus-kasus kecurangan terutama berupa korupsi. Korupsi selama 
ini menjadi isu yang sangat sering dibahas terutama terkait dengan praktik 
pemerintahan di Indonesia. Transparency International memaparkan mengenai 
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada 
tahun 2013 dan berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara, Indonesia 
mendapatkan skor IPK yang sama dengan tahun 2012, yaitu 32. (Setyawan, 2013) 
 
Gambar 1.1 




Sumber : Setyawan, 2013 
Grafik tersebut menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 
masih berada di bawah rata-rata Indeks Persepsi Korupsi ASEAN sehingga dapat 
dikatakan bahwa Indonesia masih membutuhkan banyak perbaikan terutama 
menghadapi permasalahan korupsi. Apabila dibandingkan dengan negara 
berkembang lainnya, kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya 
semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. 
Idhom (2013) menyatakan bahwa kerugian negara yang terhitung mulai 
tahun 2001 hingga 2012 tercatat Rp 168,19 triliun rupiah. Kerugian tersebut 
merupakan kerugian yang terutama disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang 
mencapai 1842 kasus dalam rentang tahun tersebut. Hal ini patut untuk kita 
pikirkan lebih jauh lagi karena dengan jumlah uang mencapai ratusan triliun 
tersebut apabila dipergunakan dengan semestinya untuk peningkatan serta 
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perbaikan berbagai macam sektor dan infrastruktur di Indonesia dapat kita 
bayangkan seberapa besar peningkatan yang akan terjadi secara signifikan. 
 Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai macam upaya telah dilakukan oleh 
pemerintah dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi kasus-kasus 
kecurangan. Hal ini terlihat dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) yang merupakan salah satu bentuk nyata upaya pemerintah Indonesia 
dalam memerangi kecurangan terutama terkait dengan korupsi. Sehubungan 
dengan itu, KPK bekerjasama dengan berbagai instansi berusaha mengembangkan 
suatu sistem yang disebut whistleblowing system yang diharapkan dapat menjadi 
salah satu alternatif solusi dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. 
Tabel 1.2 
 
Sumber : KPK, 2014 
 Data diatas menunjukkan kinerja dari KPK mulai tahun 2004 hingga awal 
tahun 2014 dan terlihat sangat jelas bahwa peran KPK sangat signifikan dalam 
memberantas kasus-kasus korupsi yang terjadi di sektor pemerintahan Indonesia. 
Jumlah kasus-kasus yang berhasil ditangani tersebut merupakan sebagian kecil 
kasus yang terungkap. Biasanya upaya penyelidikan kasus-kasus tersebut bermula 
dari adanya pelaporan oleh suatu pihak yang dapat disebut sebagai whistleblower.   
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Semendawai et al (2011: 8) menyatakan bahwa beberapa dekade terakhir 
istilah whistleblower menjadi makin populer di Indonesia, terutama sejak 
munculnya Khairiansyah, dan kemudian Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Susno 
Duadji yang mengungkap korupsi di instansi tempat mereka bekerja. Istilah 
whistleblower memiliki makna yang bermacam-macam. 
  Vinten (2000) dalam Malik (2010) mendefinisikan whistleblowing sebagai 
suatu pengungkapan oleh karyawan mengani suatu informasi yang diyakini 
mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan 
profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan 
wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja. Dengan 
adanya whistleblowing ini, pemerintah berharap dapat mencegah dan mendeteksi 
adanya tindakan-tindakan menyimpang berupa kecurangan yang dilakukan oleh 
oknum-oknum terkait. 
 Maraknya kasus korupsi dan praktik-praktik kecurangan di sektor 
pemerintahan yang selama ini terekspos oleh pers menarik perhatian yang besar 
dari peneliti. Peneliti sebagai mahasiswa dan salah satu elemen masyarakat 
merasa bahwa para masyarakat seharusnya peka terhadap permasalahan ini. 
Whistleblowing yang selama ini semakin mencuat dalam penyelesaian kasus-
kasus korupsi di Indonesia tentu saja berperan besar penyelesaian kasus-kasus 
kecurangan yang terjadi terutama di sektor pemerintahan. Peneliti menemukan 
suatu fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut memandang bahwa 
pemahaman yang baik dari pemerintah mengenai fraud dan whistleblowing 
merupakan salah satu upaya dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan 
yang terjadi pada sektor publik. 
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Praktik dan penerapan sistem whistleblowing sebenarnya sudah 
diimplementasikan oleh beberapa instansi publik dan kementrian. Dalam 
implementasinya sudah nampak dengan jelas bahwa para pegawai yang bekerja di 
instansi tersebut dapat berperan sebagai whistleblower terhadap fraud serta hal-hal 
yang tidak sesuai dengan prosedur yang sebagaimana seharusnya. Beberapa 
lembaga negara memang telah mulai mengembangkan sistem pelaporan, seperti 
KPK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman, 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Yudisial (KY), 
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan, sedangkan 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih dalam tahap 
pembangunan sistem. Selain itu beberapa perusahaan swasta dan BUMN sudah 
membangun dan menerapkan sistem whistleblowing tersebut, seperti Pertamina, 
United Tractors, Sinar Mas, dan sebagainya. (Semendawai et al, 2011) 
Namun dengan adanya sistem whistleblowing tersebut, tidak dapat 
menjamin bahwa pegawai dari instansi-instansi tersebut memahami mengenai 
jenis-jenis fraud serta memahami mengenai konsep whistleblowing dan 
bagaimana hal tersebut dilakukan. Perlu adanya sosialisasi yang efektif dan 
berkelanjutan untuk membangun pemahaman mengenai fraud dan konsep 
whistleblowing sehingga whistleblowing system yang ada di instansi-instansi 
tersebut dapat berjalan secara optimal. 
 Peneliti melihat suatu fenomena dimana aparatur pemerintahan yang ideal 
sudah seharusnya memiliki pemahaman yang baik mengenai fraud dan upaya 
whistleblowing untuk membentuk Good Governance sehingga apabila seorang 
aparatur pemerintahan melihat tindakan kecurangan yang dilakukan oleh 
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rekannya, maka orang tersebut dapat melaporkan tindakan tersebut ke pihak yang 
berwenang sehingga upaya pencegahan dan pendeteksian praktik-praktik 
kecurangan dalam sektor pemerintahan dapat berjalan dengan optimal. 
 Kasus whistleblowing yang dilakukan oleh Komjen. Polisi Susno Duaji 
menjadi salah satu contoh yang sangat jelas dimana dengan adanya 
whistleblowing terbukalah berbagai macam tindakan fraud yang dilakukan oleh 
pemerintah (Semendawai et al, 2011). Semakin maraknya isu implementasi 
whistleblowing di Indonesia setelah kasus tersebut tentu seharusnya direspon 
dengan positif oleh kalangan pemerintah di Indonesia. 
Hal inilah yang menjadi fokus utama penelitian yang akan dilakukan oleh 
peneliti dimana peneliti ingin memahami persepsi dari aparatur pemerintahan dan 
anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Malang mengenai fraud dan 
whistleblowing karena selama ini sangat sedikit adanya penelitian mengenai 
pemahaman konsep fraud dan whistleblowing pada sektor pemerintahan. 
Pemahaman yang baik dari pemerintah tentang konsep dari fraud, penyebab 
fraud, serta berbagai macam kasus-kasus sudah seharusnya dimiliki oleh aparatur 
pemerintah dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang notabene 
merupakan orang-orang pilihan rakyat yang dipercaya untuk menjalankan roda 
pemerintahan. Kurangnya pemahaman pemerintah terhadap fraud akan memicu 
terjadinya tindakan fraud karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alasan 
bahwa suatu hal digolongkan sebagai fraud maupun tidak. 
Selain itu pemahaman dari pemerintah terkait dengan konsep 
whistleblowing dan manfaatnya akan membuat pemerintah akan semakin 
terdorong untuk meminimalisir terjadinya fraud dengan menggunakan 
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whistleblowing system. Kemauan yang tinggi dari pemerintah untuk melakukan 
whistleblowing juga akan meminimalisir adanya tindakan fraud yang terjadi di 
Indonesia terutama tindakan-tindakan fraud yang dilakukan oleh pejabat-pejabat 
negara untuk mewujudkan good governance yang semakin membaik di Indonesia. 
Kota Malang yang merupakan kota kelahiran penulis dipilih menjadi 
tempat untuk melakukan penelitian ini karena belum ini ini terjadi adanya 
pergantian kabinet pemerintah di kota Malang. Walikota yang baru mengganti 
hampir seluruh aparatur yang menjabat di posisi penting sesuai dengan 
pertimbangannya. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik peneliti untuk melakukan 
penelitian di kota Malang untuk memahami bagaimana persepsi dari pemerintah 
kota Malang yang baru menjabat. Adanya beberapa kasus korupsi yang belum 
lama ini muncul di kota Malang juga menarik perhatian dari peneliti untuk 
melakukan penelitian di kota ini. Kasus korupsi yang belum lama ini mulai 
diselidiki dan akan diproses secara hukum antara lain adalah kasus proyek RSUD 
Malang dan kasus korupsi UIN. (Ainun, 2014) 
Penelitian desertasi dari Philipus (2012) yang mengangkat tema mengenai 
aparatur negara berjudul “Pelayanan Publik Aparatur Negara Dalam Perspektif 
Etika Pelayanan Publik: Relevansinya Bagi Pelayanan Publik Yang Etis Di 
Indonesia” menjadi salah satu penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari 
penelitian yang dilakukan penulis namun penelitian yang dilakukan tersebut 
berbeda objek dan target penelitiannya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh 
Ayagre dan Aidoo-Buameh (2014) dengan topik whistleblowing yang berjudul 
“Whistleblower Reward and System Implementation Effects on Whistleblowing in 
9 
 
Organization” juga menjadi penelitian yang menjadi referensi penulis dalam 
memunculkan ide penulisan namun juga berbeda objek dan target penelitiannya. 
Dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul : 
“Persepsi Aparatur Pemerintah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Malang Terhadap Fraud dan Peran Whistleblowing Sebagai 
Upaya Pencegahan dan Pendeteksian Fraud” 
1.2.  Rumusan Masalah 
Dalam menanggapi fenomena yang ada di Indonesia terkait dengan 
berbagai tindakan fraud yang terjadi dan juga beberapa kasus-kasus yang mencuat 
dan terselesaikan dengan adanya tindakan whistleblowing, penulis merasa ingin 
untuk memahami lebih dalam mengenai persepsi dari aparatur pemerintahan dan 
anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Malang mengenai fraud dan 
whistlblowing. Dari uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah “Bagaimanakah persepsi dari aparatur pemerintah dan anggota dewan 
perwakilan rakyat daerah Kota Malang terhadap fraud dan peran whistleblowing 
sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian fraud?”. 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk memahami persepsi dari pemerintah kota Malang dan angota dewan 
perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Malang terhadap fraud 
2. Untuk memahami persepsi dari pemerintah kota Malang dan anggota 
dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Malang terhadap peran 
whistleblowing sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian fraud 
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1.4.  Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Bagi Akademisi, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan wawasan 
dan inspirasi dalam menyusun penelitian deskriptif. Penelitian ini juga 
memberikan gambaran mengenai persepsi dan pemahaman dari aparatur 
pemerintah kota Malang dan angota dewan perwakilan daerah kota 
Malang mengenai fraud dan peran whistleblowing sebagai upaya 
pencegahan dan pendeteksian fraud. 
2. Manfaat Praktis 
a) Memberikan tambahan informasi kepada aparatur pemerintah kota 
Malang terhadap persepsi dari pemerintah dan anggota dewan 
perwakilan daerah kota Malang mengenai fraud dan peran 
whistleblowing sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian fraud 
sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan sistem yang berada di 
dalam aparatur pemerintahan kota Malang untuk pemerintahan kota 
Malang yang lebih baik kedepannya. 
b) Memberikan tambahan informasi dan masukan mengenai persepsi 
sektor publik tentang fraud dan peran whistleblowing sehingga dapat 
dijadikan acuan untuk dikembangkan dalam penelitian-penelitian 
selanjutnya. 
 
